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2. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran (syari‘at) yang mengandung kebenaran dan tata nilai
yang bersifat universal dan abadi, termasuk di dalamnya aturan-aturan tentang
kewarisan. Hukum kewarisan itu sendiri merupakan salah satu masalah penting
yang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Allah sendiri di dalam al-
Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian serius
mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci

(tafsii) lebih detail bila dibandingkan dengan informasi dan ketetapan hukum

lain. Hal ini diator secara rincy apar tidak teriadi perselisihan antara sesama

ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Agama [slam menghendak: prinsip adil sebagai salah satu pembinaan
masyarakat, yang mana hal ini tidak akan terwujud tanpa ditunjang dengan
nemahaman dan nelaksanaan ketenfuan-kefentuan tersebut dengan haik Oleh
karena itu, mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan ini adalah suatu hal
yang bisa dikatakan wajib bagi umat Islam."”

Hukum Islam pada dasarmya berlaku untuk umat Islam dimana saja di
dunia ini. Begitu juga halnya dengan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari

hukum Islam itu sendiri juga harus dilaksanakan pada tiap muslim, tidak

memandang dari mana dia berasal dan bagaimana adat istiadatnya. Hukum

" Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), him. 4



kewarisan Islam datang ke Indonesia bersamaan dengan datangnya agama Islam
ke nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, dimana pada saat itu
masyarakat Indonesia telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah
mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah
ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal, adat
istiadat setempat sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam
masyarakat Indonesia. Begitu pula hukum kewarisan Islam yang harus banyak
menyesuaikan diri dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat bahkan
sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya sesuai dengan
ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

Setiap sistem kewarisan memiliki 3sas vang berkenaan denoan hubum
kewarisannya. Suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada
sistem kekerabatan, lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan
vang berlaku. Sistem kewarisan masyarakat tertentu berkaitan erat dengan
keluarga karena kewarisan merupakan neralihan benda dari satu generasi kenada
generasi berikutnya dalam lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga
karena adanya pemikahan, sehingga keluarga dan pemikahan menentukan model
sistem kemasyarakatan.”

Sistem kehidupan mayarakat banyak ditentukan oleh sistem kekeluargaan
yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh

terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesainnya

) Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), him_ 14



peralihan harta tersebut setelah adanya kematian. Hal ini nampak pada praktek
pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah nusantara, salah satunya adalah
Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Desa Kwarasan adalah salah satu Desa yang masyarakatnya mayoritas
beragama Islam, sehingga secara otomatis masyarakat Desa Kwarasan terikat
dengan hukum Islam pada setiap sendi kehidupannya, termasuk di dalamnya

dalam hal kewarisan.
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Kwarasan meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam namun dalam
kenyataannya praktek adat Jawa masih cukup kuat Hal ini juga tampak pada
pelaksanaan kewarisan dan cara penyelesaian peralihan harta warisan tersebut.
Dalam masvarakat Deca Kwarean ada heherapa nraktek nelaksanaan
pembagian harta warisan yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini adalah akibat
dari adanya percampuran nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Kwarasan.
Praktek-praktek tersebut diantaranya adalah mereka membagi harta warisan

dengan cara hibah yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia.

Meskipun dalam hukum Islam hal itu tidak dikategorikan sebagai harta warisan

* an-Nisa’ (4): 59



akan tetapi mereka menganggapnya sebagai warisan. Hal ini dimaksudkan agar
tidak terjadi peselisihan atau perebutan harta warisan oleh para ahli warisnya.

Di samping itu ada juga sebagian masyarakat yang tetap berpegang pada
hukum Islam dimana mereka membagi harta warisan tersebut setelah pewaris
meninggal dunia, membaginya dengan bagian seperti dalam aturan hukum Islam
seperti dalam al-Qur’an.

Selain praktek pembagian tersebut, ada kewarisan lain yang ada dalam
masyarakat Desa Kwarasan dimana ada sebagian masyarakat membiarkan harta
warisan leluhurnya dan tidak membagi harta tersebut (menangguhkan dalam
tempo yang tidak ditentukan) meskipun pewaris telah lama meninggal dunia.
Biasanya harta warisan dipegang oleh anak laki-laki tertua. Karena tempo
nenangguhan vang tidak jelas ini dan adanva penvimpangan dari nilai-nilai dasar
praktek penangguhan  sehingga terkadang menimbutkan perselisithan pada
generasi setelahnya menyangkut harta warisan tersebut.

Harta warisan yang pembagiannya ditangguhkan dapat dilihat di daerah-
daerah dengan sifat kebapak-ihuan atau parental darn kekeluargaannva. senerti
misalnya di Jawa. Penangguhan pembagian harta warisan kini pada pokoknya
berdasar atas kebutuhan menegakkan langsung hidupnya suatu keluarga yang
terkecil yaitu suatu somah yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.

Kalau suami atau istri meninggal dunia, maka dirasakan keinginan agar
keluarga sesomah ini dapat hidup terus dari harta kekayaan yang ada sebelum
peristiwa kematian itu terjadi. Mungkin sekali hidup terus seperti dulu itu akan

terganggu apabila harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi



seketika dibagi diantara para ahli waris. Bagi anak-anaknya dianggap layak jika
mereka tetap mempergunakan harta kekayaan itu sampai meraka mampu mencari
sendiri bekal untuk hidup secara pantas.

Cara hidup yang pantas ini harus diartikan secara jujur dan tidak boleh
disalahgunakan misalnya untuk menghalang-halangi suatu pembagian harta
warisan yang dibutuhkan oleh seorang atau lebih ahli waris tertentu. Jika suatu
keluarga yang ditinggalkan oleh seorang suami atau istri itu cukup kaya, maka
pembagian harta warisan tidak dibutuhkan oleh mereka dan mereka tidak akan
mengganggu si janda untuk hidup secara pantas dari bagian kekayaan yang
ditinggalkan itu, sedang di lain keadaan mungkin sekali seorang ahli waris
membutuhkan bagian kekayaan itu untuk memperbaiki perekonomiannya yang
kebetulan sangat buruk

D1 daerah-daerah dengan pengaruh Islam agak besar, orang lebih didorong
untuk menerima pembagian harta warisan. karena hal seperti di atas telah
dikatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal penangguhan harta warisan seperti
dalam hukum adat

Mereka lebih berpegang pada hukum kewarisan Islam, yang di dalamnya
terdapat asas-asas kewarisan yang berbeda dengan hukum adat, dimana peralihan
harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan

sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris

Y Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980),
him. 17-18



atau ahli warisnya (asas ijbari)” dan asas kewarisan semata akibat kematian
dimana peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya yang disebut kewarisan
terjadi setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.®

Dalam kewarisan [slam, di samping berlaku asas ijbari juga berlaku
kepastian (kemutlakan) yaitu peralihan harta dan hak seseorang yang telah
meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup diluar kehendak diri sendiri
karena sudah ditetapkan dalam al-Qur’an.

Lebih jelasnya dapat dipahami bahwa unsur kepastian atau kemutlakan
dalam peralihan harta itu adalah saham-saham yang telah pasti beralih dari
pewaris kepada ahli warisnya.

Dengan demikian, pewaris secara pasti harus menerima kenyataan
peralihan harta kepada ahli warisnva demtkian pula ahli waris harus menerima
harta warisan apa adanya.

Dalam sural an-Nisa" ayat 7 dinvatakan bahwa:
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Berangkat dari latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk meneliti
lebih jauh dan membahas praktek penangguhan pelaksanaan pembagian harta

warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dalam satu

skripsi yang berjudul :

Y Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him 18

6 Ibid., hlm. 25.

7 an-Nisa’ (4): 7.



“Penangguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kwarasan

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas,

maka penyusun mengajukan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1.

(V3]

Apakah alasan atau nilai mendasar dari praktik penangguhan pelaksanaan
pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten
Klaten dan apakah praktik ini bisa dianggap sebagai adat?

Berapa besaran penyimpangan terhadap nilai-nilai mendasar dari praktik
penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan
Kecamatan Juwiring Kabupaten Kiaten?

Apakah perilaku penyimpangan itu cenderung mengarah kepada hukum

kewarisan adat atau kepada hukum kewarisan Islam ?

N O ® = w) wr
L. Lujtadi uan neguuzan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

a.

Untuk mendeskripsikan secara jelas alasan atau nilai-nilai mendasar dari
praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kwarasan
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan mengetahui apakah praktik ini

bisa dikatakan sebagai hukum adat.



b. Untuk mendeskripsikan besamya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang

mendasar dari praktek penangguhan pembagian harta warisan di Desa
Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Untuk mengetahui apakah perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai yang
mendasar dari praktek penangguhan pembagian harta warisan, cenderung

mengarah kepada hukum kewarisan adat atau kewarisan [slam.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini :

a.

Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum secara umum dan
masalah pelaksanaan pembagian warisan secara khusus.

Memberikan pengetahuan lebih jauh tentang penangguhan pelaksanaan
pembagian harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten
Klaten wilai-nilai vang diadonsi dan pepvimpangan-nenviiinainvainnva seria
mengetahu Kearah mana kecenderungan penyimpangan itu apakah mengarah

kepada hukum kewarisan adat atau kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Tidak sedikit kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan berbagai macam

pelaksanaannya, seperti pelaksanaan waris dengan cara hibah dan demikian pula

kajian terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia. Diantaranya adalah Hasbi

ash-Shiddieqy dalam bukunya Fighu!/ Mawaris , Fatchur Rahman dengan

bukunya [//mu Waris , Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Waris

Islam”, Ahmad Rafiq dengan bukunya [“igh Mawaris dan Hukum Kewarisan



Islam oleh M. Idris Ramulya serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan
hukum kewarisan.

Fatchur Rahman dalam bukunya //mu Waris menjelaskan bahwa dalam
hukum waris Islam dikenal adanya rukun dalam mewaris, yang meliputi maurus,
muwarris, dan waris Dalam rukun kewarisan tersebut diharuskan adanya
muwarris, yaitu orang yang meninggal dunia.® Selain itu juga disebutkan syarat
kewarisan yaitu matinya muwarris, hidupnya ahli waris dan tidak ada halangan
untuk mewarisi. Disana dikatakan bahwa dengan itu dapat terjadi pewarisan.”

Hasbi ash-Shiddieqy dalam Fighul Mawaris tidak jauh berbeda dengan
penyusun lain mengenai hukum kewarisan Islam Dalam buku tersebut beliau
membagi dalam 15 bab yang kesemuanya menjelaskan perihal mekanisme
Rewansan isiam, dasar hukum Kewarisan tsiam dan sedikit menyinggung sejarah

‘Y Dalam penjelasan mengenai waktu terjadinya

kewarisan di masa jahiliyyah.
pewarisan, beliau menyebutkan bahwa pindahnya harta waris kepada ahli
warisnya adalah pada saat pemilik harta meninggal dunia,'"

Mahmud Yunus dalam bukunya 7wrwlah Hukum Waris dalam Islam

hanya menjelaskan mengenai penting dan wajibnya mengikuti pembagian warisan

menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur’an. '?

¥ Fatchur Rahman, /fmu Waris, (Jakarta: al-Ma’arif, tt), him. 36

) Ibid., him. 79.

' Hasbi ash-Shiddieqy, Fighul Mawaris, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 13.
™ Ibid., him. 35.

2 Mahmud Yunus, lurutlah Hukum Waris dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Hidayah,
1958), him. 5.
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Penyusun hukum adat seperti Hilman Hadi Kusumo menjelaskan dalam
bukunya AHukum Waris Adar hanya menggambarkan macam-macam sifat
hukum waris adat di Indonesia. Penggambaran itu hanya sebatas pada hukum
waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di samping itu ia juga
mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai perbandingan.'”

Sehubungan dengan hal ini Soepomo dalam bukunya Bab-bab Tentang
Hukum Adat memberikan keterangan bahwa berkaitan dengan sifat hukum adat
yang pada umumnya berdasarkan pada cara berfikir secara konkret tidak abstrak,
maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang
warisan tertentu kepada ahli waris.'* Beliau juga menjelaskan bahwa mewarisi
menurut anggapan tradisional orang Jawa mempunyai arti mengoperkan harta
KCIUGTEd RCpada Wiluidithva vailu Crulaitia Repada anak laki-taks dan anak
peremipuan mereka.””’ Dijelaskan pula bahwa proses pengoperan dan penerusan
harta keluarga kepada keturunannya itu telah mulai ketika orang tua atau pewaris
masih hidup.'®

Anl1 agat yang lain menjelaskan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-

aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad. Proses itu

"™ Hilman Hadikusumo, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), him.
30.

. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Radya Paramitha, 1989), him. 78-
79.

') Ibid., him.79.

' Ibid., him. 81.
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berbentuk penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari
generasi ke generasi.'”
Sepanjang pengamatan penyusun ada juga skripsi yang membahas tentang
pelaksanaan pembagian harta warisan ini, diantaranya adalah skripsi dengan judul
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Andong Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali karya Mudzakir tentang warisan hibah yang dilakuan ketika
pewaris masih hidup. Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat ini
meliputi pembagian pada waktu pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris
sudah meninggal. Pembagian secara hibah menggunakan cara menurut hukum
adat vaitu ‘urf'vang shahih vang dibolehkan oleh syara’ karena lebih memberikan
keadilan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris.'"® Selain itu ada juga
Rarya Metka tihza vang beryudul  Fembagian Wirisan de A elurahan Furbayan
Kecamatan Kotagede Yogyakarta ditinjau dari Hukum [slam yang membahas
tentang asas-asas yang dipegang oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan
pembagian harta warisan yaitu asas segendong sepikul yang mengacu pada
pembagian 2:1 dalam kewarisan Islam, asas bilateral dan asas individual.'”
Sedangkan pembahasan mengenail penangguhan pelaksanaan pembagian

harta warisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, yang

meneliti tentang nilai-nilai mendasar, alasan-alasan dari praktek penangguhan,

M Soebekti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradva
Paramitha, 1974), him. 231.

'®) Mudzakir, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Andong Kecamatan
Andong Kabupaten Boyolali”, skripsi, tidak diterbitkan , Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 1998

' Meika Elliza, “Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede
Yogyakarta”, skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
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sejauhmana penyimpangan yang terjadi sehingga menimbulkan perselisihan antar
ahli waris dan kecenderungan mereka dalam memilih hukum kewarisan, baik itu
hukum waris adat maupun Islam, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang
membahas. Praktek penangguhan ini merupakan kebalikan dari praktek kewarisan

secara hibah. Untuk itulah penyusun mencoba untuk membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis yang memuat
sunnah-sunnah Rasullullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para
ahli hukum figh melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat. sesuai dengan ruang
dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad.

Hukum kewansan secara (erminoiogis adalan huknm yang mengatur
tentang pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh
para ahli waris dari harta yang ditinggalkan si pewaris.””

Dan sudut pandang [slam, dalam suatu kewarisan segi syar'i mendahului
segl adat maupun hukum positifnya. Artinya penilaian sah tidaknya suatu
kewarisan diukur dari terpenuhi atau tidaknya aturan-aturan syari dalam
pelaksanaan kewarisan tersebut. Jadi bila seorang muslim menggunakan hukum
adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisannya, maka hal itu tidak sah

karena tidak sesuai dengan syar'i begitu pula bila menggunakan hukum positif

vang tidak sesuai dengan syar'i maka ini juga dianggap tidak sah.

) Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), him. 335.



Adapun sampai dimana suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat
dapat disebut adat, maka diketahui dahulu pengertian adat sebagai berikut:

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu menjadi
suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan
maupun perbuatan.m

Adat yang bertentangan dengan nas atau jiwa syariat, tidak boleh
dijadikan sumber hukum. Jadi tidak semua hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat bisa digunakan sebagai sumber hukum, akan tetapi harus melihat
apakah hukum adat itu sesuai dengan nafas Islam atau tidak.

Dengan dalil-dalil atau dasar hukum di atas setiap muslim wajib
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam pada setiap segi kehidupan
termasuk hukum kewarisannya, dan tidak dibenarkan menggunakan pilihan lain
daiam penggunaan hukum jika Afiah dan Rasui-Nya fciah menctapkannya.

Sehubungan dengan itu, kaidah fighiyah menyatakan bahwa adat itu bisa
ditetapkan sebagai hukum seperti dalam kaidah yang berbunyx:

24 Saall 3alall

Namun adat ( ‘urf) yang bisa diterima dan dipakai dalam penetapan hukum
[slam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. ‘Urfitu dominan berlakunya dalam masyarakat, artinya kebiasaan itu selalu

dan tetap berlaku dalam masyarakat. Pada setiap kejadian ‘urf harus dominan

2 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), him. 338

2 Ahmad Jandat, Majallah al-Ahkam ul-"Adlivyah, (ttp: tp, 1968M/ 1388H). him 20
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dan berlaku terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima berlakunya
‘urf itu dengan sukarela pada suatu masalah tertentu.

b. ‘Urf itu berlaku pada masa itu, bukan ‘urf yang pemah berlaku tetapi pada
masa penetapan ketentuan hukum, ‘wrf tersebut sudah berubah dan tidak
berlaku lagi. ‘Urfyang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat, tidak dapat
ditetapkan sebagai ketentuan hukum.

c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nas gaf 7 yang berlaku khusus. Dengan
kata lain ‘wrf dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum kalau tidak ada nas
gar’l yang secara khusus melarang mengucapkan atau melaksanakan
perbuatan yang telah biasa dalam masyarakat tersebut

d. ‘Urf itu tidak memandulkan nas yang jelas. Maksudnya, ‘urf atau adat
Kebrasaan vang ada 1tu ndak berientangan seluruhnya. schingga seluruh
ketentuan nag itu tidak berlaku. ‘Urf yang tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum berdasar nas merupakan petunjuk pelaksanaan nas itu dalam
menuju kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan
kesulitan. **

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan masa atau zaman
menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa atau zaman itu. Hal
ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan
suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.

Suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan

pada masa itu, namun bila kemaslahatan berubah maka hukumnya pun akan

™ A. Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Yogyakarta: Mudah, 1996), him. 95-
97,
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berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan telah berubah
maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Namun kaidah ini tidak
berlaku pada lapangan ibadah. Seperti kaidah yang berbunyi:
ol W1 580 e s Sy
Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, hukum kewarisan Islam
mengandung asas ijbari dimana peralihan harta peninggalan pewaris yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut
ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli
warisnya.”” Hal ini seperti yang terdapat dalam an-Nisa' (4): 7.
Hukum kewarisan [slam atau yang lazim disebut dengan hukum faraid

adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur
peralihan harla s¢egorang yang telah Mmenugga’ kepada omaBg yang masih hidup
Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah. vang disampaikan oleh Nabi
Muhammad, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa
hal berlaku pula dalam pula dalam hukum kewarisan Islam yang semata-mata
bersumber pada akal manusia.

Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai
corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Asas-asas hukum
kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat

dalam al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi dalam

sunnahnya.

* Ahmad Jandad, Majallah al- Abkam., him.20

*) Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa
Raya, 1993), him. 164.
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Dalam hal ini ada beberapa asas, diantaranya adalah asas ijbari terkandung
di dalamnya nilai-nilai kemutlakan (kepastian). Pada dasarya kemutlakan dalam
kewarisan ‘ diperlukan proses yang panjang. Jadi tidak harus dibagi harta
secepatnya setelah pewaris dikuburkan. Dalam hal ini ada kemungkinan terjadi
penagguhan harta setelah pewaris meninggal. Sejauh mana usaha penangguhan
harta tersebut tergantung pada kemauan ahli waris sebagai pemilik harta.
Alternatif pemecahannya adalah harta tersebut dapat dijadikan harta syirkah untuk
tujuan yang lebih produktif. Dalam sifatnya sebagai harta perkongsian setiap ahli
waris menjadi penanggung saham. Yang penting semua ahli waris telah
melakukan negosiasi antara mereka agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa beralihnya fungsi harta kepada
usaha syirkah dapat saja terjadi dengan tupuan bahwa harta tersebut dapat
berfungsi ganda baik secara intern maupun secara ekstern. Demikin pula fungsi
harta dapat saja beralih kepada usaha syirkah sepanjang esensi asas kepastian
(kemutlakan) tidak hilang. Esensi asas ini adalah hak pemilikan harta ada pada
setiap ahli waris secara penuh

Karena itu apabila harta benda milik pribadi beralih fungsi maka
seharusnya yang harus didahulukan adalah tercipta kesepakatan secara suka rela
semua ahli waris. Tanpa kesepakatan secara suka rela semua ahli waris, maka
rencana tidak dapat dilanjutkan. Yang jelas bahwa nilai kemutlakan (kepastian)

dalam kewarisan adalah sejumlah harta yang beralih kepada ahli waris dengan
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saham-saham yang sudah pasti yaitu yang terdiri dari enam macam, yakni %, 1/3,

Ya, 1/6, 1/8, dan 2/3 29

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian hukum ini penyusun menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang berdasarkan pada obyek
lapangan daerah atau lokasi tertentu. Dalam hal ini penyusun mengambil Desa
Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten sebagai daerah penelitian
karena menurut penyusun di daerah in1 banyak terjadi praktek penangguhan
pelaksanan pembagian harta warisan sehingga layak untuk diteliti.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Di sini penyusun akan membuat
suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti,”” yang
dalam hal ini adalah praktek penagguhan pembagian harta warisan di Desa
Kwarasan Juwiring Klaten dan akan menguraikan data-data yang diperoleh
guna menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam
bagian-bagiannya menurut metode untuk mencapai pengertian yang jelas dan

pemahaman yang menyeluruh.

%) an-Nisa' (4): 11, 12, dan 176.

2 M. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 105,
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3. Pengumpulan Data

a. Interview yaitu suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data
melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau
informan.**Dalam penelitian ini digunakan interview tidak terstruktur
yaitu tipe wawancara yang tidak ditentukan atau tidak dibatasi oleh aturan-
aturan tertentu sehingga peneliti bisa memodifikasi, mengulangi,
menguraikan pertanyaan dan dapat mengikuti jawaban responden selama
tidak menyimpang dari tujuan wawancara® Dalam penelitian ini
informasi yang ingin dicari adalah tentang penangguhan pelaksanaan
pembagian harta warisan di Desa Kwarasan

b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan
vang berhubungan dengan permasalahan vang akan dibahas yang didapat
dan lokasi penelitian.”” Dalam penelitian ini tentang gambaran atau
deskripsi wilayah Desa Kwarasan Juwiring Klaten.

c. Angket (Kuesioner) yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya’® vyaitu tentang praktek
penangguhan pembagian harta warisan. Tipe kuesioner dalam penelitian

int adalah tipe terbuka dimana peneliti memberikan pilihan jawaban

% Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research, (Yogyakarta: FP. UGM, 1987), hlm. 193,

) Alimuddin Tuwu, Pengantar Meiode penelitian, (Jakarta: Ul Press, 1993), him 205-
206

2 Kuncaraningrat, Metodologi Penclitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981), him.
63.

Y Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), him. 124.
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namun responden tetap diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat
yang sekiranya tidak ada dalam jawaban yang diberikan dalam daftar
angket.
4. Penentuan Responden

a. Populasi
Menurut Sutrisno Hadi, populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu
yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.’? Populasi yang
dimaksud adalah jumlah kepala keluarga yang mendapatkan harta warisan
dari orang tua mereka dengan praktik penangguhan pelaksanaan
pembagian harta warisan yaitu sejumlah 550 kepala keluarga. Jumlah ini
dibatasi hanya kepala keluarga yang telah melaksanakan praktik kewarisan
ini yaitu 300 kepala keluarga. Jumlah inilah vang digunakan sebagai
populasi dalam penelitian ini.

b. Sampel
Menurut Kuncoroningrat, sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi
vang menjadi obvek sesungguhnya dari suatu penelitian *” Sampel vang
penulis gunakan adalah 10% dari jumlah populasi karena sifat penelitian
ini adalah penelitian deskriptif,*® yaitu 10% X 300. Jadi jumlah sampel

dalam penelitan ini adalah 30 kepala keluarga.

32) Sutrisno Hadi, Metodologi., him. 220.
3 Kuncaraningrat, Metodologi., him 115

) Alimuddin Tuwu, Pengantar, him 162- 163
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c. Teknik Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara random
sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari jumlah seluruhnya
yaitu 300 kepala keluarga dan semua jumlah sampel memiliki hak yang
sama untuk diteliti.
5. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis karena
permasalahan yang diteliti menyangkut persoalan sikap dan pola perilaku
manusia terhadap praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan,
di samping juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui benar
atau tidaknya sesuatu.
6. Analisis Data
Sctelah data terkumpul, langkah sclanjutnya adalah menganalisis data
tersebut. Karena data yang terkumpul adalah data kualitatif dan kuantitatif
maka penyusun menggunakan analisis data sebagai berikut:
a. Metode Analisis Kualititatif
Dajam hal 1n1 digunakan metode deduktit dalam menganahsis praktik
penangguhan ini apakah sesuat adat bila dipandang dari persyaratan urf
. dalam hukum Islam dan induktif untuk menganalisis praktik kewarisan
yang ada di lapangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
b. Metode Analisis Kuantitatif
Metode ini disebut juga dengan metode statistik yaitu menganalisis data
dengan mendeskripsikan data dalam bentuk angka yang dihasilkan

dengan rumus statistik, yaitu:
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Keterangan:

2%( 100% P = Angka prosentase

f = Frekuensi yang dicari prosentasinya

N = Number of cases/ jumlah sampel*”

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, disusun dalam beberapa bab dan sub bab.
Untuk mempermudah pemahaman maka dibuat sistematika pembahasan sebagai
berikut;

Dalam bab pertama, terlebih dahulu diuraikan pendahuluan yang memuat
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan
skripsi, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir
adalah sistematika pembahasan

Untuk bab kedua diuraikan tentang gambaran umum wilayah penelitian.
Sebelum mengetahui praktik kewarisan yang diuraikan terlebih dahulu keadaan
wilayahnya karena keadaan wilayah sangat mempengaruhi perilaku
masyarakatnya. Bab ini memuat tentang deskripsi wilayah Desa Kwarasan
Juwiring Klaten yaitu letak geografis daerah penelitian dan keadaan sosial budaya
serta kehidupan beragamanya.

Bab ketiga berisi tentang penangguhan pelaksanaan pembagian harta
warisan di Desa ini yang memuat gambaran pelaksanaan kewarisan di Desa
Kwarasan , besaran penyimpangan terhadap praktik penangguhan pembagian

harta warisan dan arah kecenderungan dari penyimpangan terhadap praktik

*) Anas Sudijana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1992), him: 4041
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penangguhan pembagian harta warisan ini, apakah mengarah kepada hukum
kewarisan Islam atau kepada hukum kewarisan adat.

Dan bab yang keempat adalah analisis terhadap penangguhan pelaksanaan
pembagian warisan yang memuat tentang analisis terhadap alasan-alasan atau
nilai-nilai mendasar dari praktik penangguhan pembagian harta warisan dan
analisis tentang apakah praktik ini bisa dikatakan sebagai adat, analisis tentang
perilaku penyimpangan terhadap alasan atau nilai mendasar dari praktik
penangguhan pembagian harta warisan dan analisis tentang arah kecenderungan
dari perilaku penyimpangan tersebut.

Untuk bab kelima adalah bab yang terakhir yang memuat penutup yang

berisi tentang saran-saran dan kesimpulan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari penelitian

mengenai penangguhan pelaksanaan pembagian harta warian dapat disimpulkan

sebagai berikut:

I

Praktik Penangguhan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Alasan atau nilai mendasar dari praktik ini adalah untuk menegakkan keluarga
sesomah, menjaga kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris
yang masih belum dewasa atau belum mentas. Dalam hukum adat dikenal
adanya penangguhan pembagian harta warisan. karena tidak ada ketentuan
yang pasii fentang wakiu pembagiannya. Hukum Islam tdak mengenal
penundaan pembagian harta warisan, namun diperintahkan untuk segera
mengadakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris. Praktik
ini tidak memenuhi syarat dan rukun dalam kewarisan Islam. Dalam
kewarisan Islam diperintahkan untuk membagi harta warisan segera setelah
pewaris meninggal dunia dan semua hak pewans terpenuhi. Hal ini
dimaksudkan untuk menyampaikan hak kepada pemiliknya dan terhindar dari
kebatilan. Harta yang akan dibagikan adalah harta yang telah bersih, telah
dikurangi untuk biaya pemakaman pewaris, membayar hutang pewaris dan
memenuhi wasiatnya. Hal ini dipahami dari surat an-Nisa’ ayat [1-12 yang

menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru dapat diberikan kepada
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ahli waris apabila telah terpenuhi hutang dan wasiatnya. Tujuannya agar
keduanya terhindar dari api neraka. Praktik penangguhan ini, tidak sesuai
dengan hukum kewarisan Islam, meskipun praktik ini dominan berlaku dalam
masyarakat belum tentu dibenarkan sebagai hukum, karena kebiasaan ini tidak
memenuhi persyaratan ‘wrf yang lain untuk bisa dijadikan sebagai suatu
hukum. Dari sini telah jelas bahwa praktik penangguhan ini tidak dibenarkan
dalam hukum Islam.

. Perilaku Penyimpangan terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa praktik ini tidak dibenarkan dan tidak
bisa dijadikan sebagai hukum karena tidak memenuhi persyaratan ‘wrf ,
namun karena praktik ini didasarkan pada adat maka dapat berubah menurut
nerubahan zamannya Praktik penangguhan ini mempunyvai kemaslahatan pada
masa diberlakukannya, namun tidak dapat dipungkirn bahwa perubahan zaman
membawa dampak perubahan pada praktik pewarisan. Praktik penangguhan
yang dulunya dijadikan suatu adat telah banyak ditinggalkan dan beralih pada
nraktik hihah Seperti dalam kaidah bahwa nerubahan hukum tidak dapat
dihindari karena perubahan zaman, dan dalam antropologi perubahan ini
adalah suatu hal yang penting dan wajar sebagai awal perubahan kebudayaan.

. Kecenderungan Perubahan Praktik Kewarisan

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa praktik kewarisan di Desa
Kwarasan telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan
zaman. Perubahan ini diawali dengan adanya pelanggaran terhadap praktik

penangguhan pembagian harta warisan. Dengan adanya pelanggaran ini
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menyebabkan ditinggalkannya praktik penangguhan dan beralih kepada
praktik hibah (hukum kewarisan adat) bukan kewarisan Islam karena yang
dianggap lebih sesuai dengan masa sekarang dan bisa memberikan
kemaslahatan kepada manusia.

Bila harta dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia ini akan
menghindarkan perselisihan sedangkan bila menunggu pewaris meninggal
dunia seperti dalam kewarisan Islam diperkirakan nanti akan memberikan
kesempatan bagi ahli waris yang nakal yang akan merugikan ahli waris yang
lain, karena kualitas manusia yang mulai menurun sebagai akibat perubahan
zaman

Selain karena beberapa alasan di atas, pada dasarnya kecenderungan
pemilihan kewarisan hibah ini disebabkan kurangnya pengetahuan masvarakat

icntang hukwin Kewarisan isiam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan vyang disebutkan di atas. dapat dipaparkan

beberapa saran sebagai berikut:

1.

Kiranya perlu bagi tokoh masyarakat untuk selalu meningkatkan mutu moral
masyarakatnya, karena setiap sendi kehidupan sangat membutuhkan moral
luhur untuk bisa tercapai kehidupan yang damai.

Perlu kiranya kepada semua tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman
terhadap masyarakat setempat mengenai arti penting akan hukum kewarisan,

khususnya hukum kewarisan Islam.
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3. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi tradisi masyarakat
Islam setempat, yang akan dijadikan bahan pembentukan unifikasi hukum
kewarisan dibeberapa tempat dengan didasarkan pada ketetapan awal bahwa
kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Islam di tempat tertentu merupakan
paduan antara kewarisan adat dengan kewarisan Islam, maka kiranya

penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN DAN TEKS ARAB LAIN

| NO.

BAB | HLM.

F.N

TERJEMAHAN

1.

I

3

Hai orang-orang yang beriman ta'atilah
Allah dan Rasul (Nya) dan ulil amr di
antara kamu. kemudian jika dikamu
berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an)
dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan han
kebudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan
bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang
| telah ditetapkan

13

21

Adat bisa ditetapkan sebagai hokum

Bagi laki-laki ada hak bagian dar harta

(A Y

15

Al

24

Tidak dapat dipungkiri perubahan suatu
. hukum dipengarubi ofeh perubahan zaman

Dan hendaklah takut kepada Allah orang- |

Iorang yang seandainya meninggalkan di
|belakangnya keturunan yang lemah, yang
| mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
|bertakwa kepada Allah dan hendaklah

ov

63

1

15

| mereka mengucapkan perkatan yang bena

i Ddn  janganiail  Kamu  uciigkan  nara
| sebahagian yang lain di antara kamu dengan
jalan yang batil...

Tidak dapat dipungkiri perubahan suatu
hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman
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Lampiran 3

1)

2)

“4)

5)

DAFTAR ANGKET

Mengapa praktek penangguhan pembagian harta warisan dianut?

a. Karena para ahli waris tidak terlalu membutuhkan harta warisan.

b. Karena adanya alasan atau nilai tertentu yang dipertahankan.

c. Karena sungkan kepada para ahli waris yang lain bila meminta untuk segera
membagi harta warisan.

d.

Apakah alasan atau nilai-nilai yang mendasar dari praktek penangguhan

pelaksanaan pembagian harta warisan ?

a. Keinginan untuk tetap menegakkan keluarga sesomah.

b. Penangguhan itu dimaksudkan untuk memperkokoh kekerabatan.

¢ Keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup janda atau duda dan
anak yang belum mandiri.

d . I

Apakah praktek penangguhan pembagian harta warisan ini ada batasan wakuu ’

a. Ya, dari meninggalnya pewaris sampai meninggalnya janda atau duda.

b, Tidak, tidak ada pembatasan waktu yang jelas.

c. Ya, dari meninggalnya pewaris sampai anak-anak dewasa dan mandiri.

d.

Dlid lempo penangguian eiait nabis, apakait ildtta c1sebut scpela divagi ©

a. Ya, segera dibagi setelah habis tempo penangguhan.

b. Segera dibagi tetapi menunggu inisiatif datang dari pemegang harta.

c. Segera dibagi apabila semua ahli waris menghendaki.

d.

Siapa yang menentukan pemilihan praktek penangguhan ini ?

a. Janda atau duda dan pewaris

b. Kesepakatan para ahli waris.

it



6)

7

9)

10)

¢. Tidak ada yang menentukan, hal ini terjadi begitu saja.

d.

Stapakah yang memegang harta warisan selama dalam masa penangguhan?
a. Janda atau duda pewaris.

b. Anak laki-laki tertua dan pewaris.

c. Anak perempuan tertua dari pewaris.

Dalam praktek penangguhan ini, apakah ada perilaku menyimpang terhadap
nilai atau ada permasalahan yang muncul ?

a. Ya, ada beberapa perilaku menyimpang dan permasalahan yang muncul.

b. Ya, banyak terjadi penyelewengan dan permasalahan.

c. Tidak, semua berjalan sesuai dengan nilai mendasar tersebut.

d.

Apa perilaku penyimpangan atau permasalahan yang biasanya terjadi?

a. Pemegang harta menjual harta warisan untuk kepentingan pribadi tanpa

Aan cortvin ahly wwaric vane lain
OO0 Rl CARAET YV Cll G vy ORiie tekadh

0. Pemegang hart@ nenghalangshalaigi pembagiac harla scbul meskipun
tempo penangguhan telah habis.

¢. Hasil dan harta warisan tersebut tidak dibagi secara adil antara ahli waris.

d.

Bagaimana perilaku penyimpangan dan permasalahan ini diselesaikan?

a. Diselesaikan di Pengadilan

b. Diselesaikan secara kekeluargaan antar anggota keluarga saja.

c. Diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadirkan aparat
pemerintahan seperti lurah dan sebagainya.

d.

Kewarisan mempunyai kaitan yang erat dengan masalah ekonomi, apakah hal

in1 mempunyai pengaruh dalam perilaku penyimpangan dan permasalahan yang

muncul?

v



a. Ya, sangat besar pengaruhnya.
b. Sedikit berpengaruh.
c. Tidak ada pengaruhnya sama sekali.
11) Dengan adanya perilaku penyimpangan dan permasalahan yang muncul, apakah
praktek penangguhan ini masih relevan atau cocok untuk dianut?
a. Tergantung pada para ahli warisnya.
b. Tidak, karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Masih relevan atau cocok, karena nilai yang terkandung sangat luhur.

o

d.

12) Kapan waktu pembagian yang lebih sesuai dan lebih cocok menurut anda ?

a. Praktek pembagian yang dimulai selagi orang tua atau pewaris masih hidup.

b. Praktek pembagian segera setelah pewaris meninggal dunia.

c.

13) Jika praktek kewarisan Islam yang dipilih, apa alasannya?

a Karena schagai umat Islam sudal menjadi keharisain wiitiik inetfaksanakan
fiukum islam.

b. Karena hak ahli waris dapat segera terpenuhi.

c. Karena segera dibagi, sehingga tidak akan muncul permasalahan.

14) Jika praktek hibah yang dipilih, apa alasannya?

a  Sedikit sekali resiko terjadi perselisihan.

b. Ahli waris membutuhkan harta sebagai bekal materi dalam memasuki
kehidupan rumahtangga dan biasanya hibah itu diberikan ketika seorang
anak memulai hidup baru atau menikah.

¢. Karena yang membagikan adalah orang tua, maka ahli waris lebih bisa

menerima bagiannya dengan ikhlas.
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DAFTAR WAWANCARA

. Adakah alasan atau nilai mendasar dari praktik penangguhan pembagian harta
warisan yang dianut oleh masyarakat desa Kwarasan?
. Dalam pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan ini adakah batasan
waktu tertentu?

Selama dalam penangguhan, apakah sering terjadi pelanggaran?
. Apakah faktor pendorong terjadinya pelanggaran  terhadap praktik
penangguhan pembagian harta warisan ini?
. Apakah pelanggaran ini membawa dampak terhadap pelaksanaan praktik
penangguhan pembagian harta warisan selanjutnya?
. Apakah alternatit pilihan praktik pelaksanaan pembagian harta warisan’

. Apakah alasan pemilihan alternatif pelaksanaan pembagian harta warisan?
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JI. Dewi Sartika No. 37 Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321211
KLATEN

M

SURAT REKOMENDASI
Nomor : ...070./..248../..25......

Dasar : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2251 tanggal 18 Juni 1981 perihal
Surat Keputusan Dirjen Sosial Politk Nomor : 14 Tahun 1981 tentang
Surat Pemberitahuan Penelitian.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 16 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabuapetn Klaten.

3. Smrat Rekomendesi deri Bedan Kesbeng dan Liimas Propinsi
da - 2 opinel Jawae Tengzah
Nomor : 070/2347/VI1/2003, tenggel 9 Juli 2003

Dengan dasar tersebut diatas memberikan Rekomendasi kepada

Nama ! SLIT WUTMaLHAH
Pekerjaan " Mohasiswe IALN Yk
Alamat © d/a Kempus 1AIN Suke
Kebangsaan Indonesiz.

Bermaksud mengadakan | Penelitien Judul " PERANGGUHAN PELAKSATAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUUM ISLAM v

Penanggung Jawab DRS. H. DAHWAN

Peseria

L o 'r\ asi DGz WAl J Wiring

Waktu 9 Juli 8/d 9 Agustus 2003.

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah
setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan — ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat
mclanuRail tndanail pelanggaian (crthiadap Feraturan Fcrundang-undangan yang berlaku.

4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud supaya menyerahkan hasilnya kepada
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten.

5. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat
Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaky.

Klaten. 14 Juli  2003.
An. BUPATI KLLATEN
/f_lg_gnala Kantor Kesbang dan Linmas

/‘_‘gh“ K subsg Tate Usehe
AN
KEPADA :Yang berkepentingan /&

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. i".-',‘él ﬂ—j = :
> . A N T
1. Kepala BAPEDA Kabupaten Klalcm_Ll*g_ U“iwi YAADAN WADIP, SH

2. Dan Dim 0723 Klaten. \ Ay
3. Kapolres Klaten. \\‘F\—{ﬁjle;tgoomuw
4e Deken Fakulpes Syeri'ah IALN Yke et Lo

S5e¢ Camet Juwiring
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PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No, 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 9 Juli 2003.

Kepada
Yth. BUPATI KLATEN
DI

KLATEN,
Nomor . 070/ 339?— /VII/2003 B
Sifat :
Lampiran
Perihai : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Ka. Bakeslinmas DIY

Tanggal © 28 Juni 2003
Nomor : 070/4590

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama ¢ SITI MUTMAINAH
Alamat . d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan * Tndonesisa

Bermaksud mengadakan  peneiitian judui s

"PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM "

Penanggung Jawab : DRS.H.DAHWAN

Peserta ] -
Lokasi : Kab. Klaten
Waktu . '9 Juli - 9 Agst 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma
yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan makium.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
: NTAR LEMBAGA

; »;r)‘zglxmo

{\’-:."'-':'\" TN —
M T Wi
Wi Perhbina :NTP : 010 217 774



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTI{VIEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( BAKESLINMAS )

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor K 070/4590 Yogyakarta, 28 Juni 2003
Hal : Keterangan Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
di - Semarang

Menunjuk Surat : Retor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 3 IN/DS/PP,00.9/445/2003
Tanggal 23 Juni 2003, Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti /
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama

$ SITI MUTMAINNAH
Pekerjaan ¢ Ilehasiswa Fak, Sycriah IAIN Sunan Kalijaga Yk,
Alamat t TAIN Swnan Xalijegn Yogzyakarta

Bermaksud mengadakan penelitinn dengan judul :

W DT ARAATITARM STAT 2T, 2370 4 %f T oacm b e e wwa sy s
PENANCGCUAN PRTADRNY o TR G AN HARTO WART S

in

AN NATAM

WPy Y U ISLM {Studl Kasum A1 Desa Kwaraaan

Juwiring Xlatcn)
Dosen Pembimbing : Dwra. W, Dahwan,

Lokasi ¢ Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat,

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.Pf%?gﬁﬁﬁgmala Daerah Istimewa Yogyakarta
3{?‘9 an I&esaiian dan Perlindungan Masyarakat

= l Bprx
‘\L\uy WARNO
&‘J . 6331/D

Tembusan Kepada Yih. S S VARAS

1. Gubernur Kepda. Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.LY.

3¢ Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk,
4. Ybso



DEPARTEMEN AGAMA
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH

Alamat || aksda adisutcipto, Telp 512840, Yogyakarta 55221
Nomor : IN/DS/ PP.00 9 4452003 Yogyakarta, 23 juni 2003
Lamp ..o
Hal  : Rekomendasi Pelaksanaan Riset
Kepada :

Yth. Bapak Gubernur DY
Di Yogyakarta

Assalamu’alatkum i wb

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk
kelengkapan menyusun skripsi  dengan judul : Penangguhan Pelaksanaan
Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di

Desa Kwarasan Juwiring Klaten)
Kami mohon kiranva Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI

kepada mahastswa kamt

Nama Siti Mutmainnah

NO g 58. 353 086

STInTH X {scpuiuil j

Jurusan AS (Al —Ahwal asy- Syakhsiyyah)

Untuk mengadakan penelitian (nset) di tempat-tempat sebagat berikut
| Desa Kwarasan Juwiring Klaten

Lo 1o

Metode peneumpuan data secara wawancara aan dokumentasi pada  daciall
tersebut diatas guna penulisan SKRIPSI sebagar syarat untuk memperoleh ujian /
gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai - Juni s/d Agustus 2003

Dengan Dosen Pembimbing  Drs. H. Dahwan

Demikian atas permohonan kami sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaama alatkum wr wb

Tembusan disampaikan kepada Yth
| Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan )
2 ATsIp



Lampiran 7

BIODATA PENYUSUN
NAMA : SITT MUTMAINNAH
TEMPAT/ : KLATEN, 22 MEI 1980
TANGGAL LAHIR
ALAMAT : GUMANTAR KWARASAN JUWIRING KLATEN
AGAMA : ISLAM
JENIS KELAMIN  : PEREMPUAN
NAMA ORANG TUA

AYAH :DALIMAN HS
IBU : SRI SUWARNI
PENDIDIKAN

[. MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GUMANTAR
LULUS TAHUN 1992

7 MADRASAH "TSANAWIYAHS MUHAMMADI{ YAl JUWIRING
LULUS TAHUN 1995

3. MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN NEGERI SURAKARTA
LULUS TAHUN 1998

4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA LULUS TAHUN 2003

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan

dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Yogyakarta, 26 Juli 2003,
hNg ©
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